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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokass Umum secara parsia
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kotadi
Sumatera Utara. 2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokas Umum secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di sumatera Utara
Penelitian ini menggunakan metode assosi atif/kuantitatif dengan metode pengaruh
pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokas umum dengan
pendekatan secara matematis dalam menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian
t hitung menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan dana aokasi
umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan
adi daerah tidak berpengaruh secara parsia terhadap belanja modal. Hasll
penelitianf hitung menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi,
pendapatan asli daerah dan dana alokas umum berpengaruh secara simultan
terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokas
Umum Dan BelanjaModal.



ABSTRACT

This study aims at : 1) to find out how much influence the economic growth of
local revenue and general allocation funds partially have a significant effect on
capital expenditure in district/cities in Nort Sumatra. 2) to find out how influence
the economic growth of local revenue and general allocation funds simultaneously
have a significant effect on capital expenditure in district/cities in Nort Sumatra.
This study uses an assosiative/quantitative method of influencing economic
growth in regional income and general allocation funds with a predictive
approach and explaning in answering the problem statement. The results of the t
count study show that the variabel economic growth and general allocation funds
have a partial effect on expenditure, while regional income have not partial effect
on capital expenditure. This results of the f arithmetic show that the variabel of
economic growth, regional income and general allocation funds have a
simultaneous effect on capital expenditure.

Keywords : Ecconomic Growth, Regional Income, General Allocation Funds, and
Capital Expenditure.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dengan
peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya undang-undang No. 23
Tahun 2014 di suatu daerah memiliki “Asas otonomi yang artinya prinsip dasar
penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah”.

Ha ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan
pemerintahan (penyedia barang publik dan pembangunan ekonomi) di bidang
pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan
menjadi salah satu kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah
mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan sangat terbatas
karena peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2017 pasal 1 ayat (1) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
ditetapkan dengan peraturan daerah”. Pasal 1 ayat (2) “Pedoman penyusunan
APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagal petunjuk dan arah bagi pemerintah
daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penerapan APBD”.

Tingkat pertumbuhan ekonomi salah satu tujuan pemerintah daerah untuk
melakukan pembangunan dengan mengelola sumber daya yang ada dan

membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat. Halim dalam Ravi Dwi



(2010:32) “Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau
berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang
dicapai dari masa sebelumnya”.

Sedangkan menurut P. Eko Prasetyo (2009) “Pertumbuhan ekonomi
merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa
atau pembangunan ekonomi suatu bangsa”. Infrastuktur dan sarana prasarana di
daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jika sarana dan prasarana
memadal maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan
aman dan nyaman, maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin
meningkat dan infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk
membuka usaha didaerah tersebut.

Perbaikan kesgahteraan terjadi ditandai dengan meningkatnya
produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk dalam pembangunan ekonomi.
Kenyataan yang terjadi di pemerintah daerah saat ini  adalah peningkatan
pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal, dapat
dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total
anggaran belanja daerah. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak
positif terhadap kenaikan Pendapatan Adli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, “Pendapatan asli daerah
merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya
yang dimilikinya sendiri”. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain-lain PAD yang sah. Peningkatan Pendapatan asli daerah diharapkan dapat



meningkatkan investas belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah
dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam
mendanai kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu
daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini, maka
pemerintah mengal okasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksankan
desentralisasi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 “Dana alokasi umum
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.
Dana alokas umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan
dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah. Dengan
adanya dana alokasi umum diharapkan perbedaan kemampuan keuangan daerah
yang maju dengan daerah yang berkembang dapat diperkecil.

Di Sumatera Utara merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi
wisatawan mancanegara, dengan banyak kunjungan pariwisata hal ini akan
meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota tersebut. Jika
pendapatan asli daerah meningkat maka belanja modal akan meningkat dan tidak
akan ada lagi ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Dana APBD di Sumatera
Utara harus dipacu khususnya untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur
sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan masyarakat. Apalagi dana
APBN yang tidak terpakai didaerah itu sendiri akan merugikan masyarakat dan

pemerintah daerahnya. Dimana Kklasifikasi data pertumbuhan ekonomi,



pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal dapat dilihat dalam

tabel dibawah ini :
Tabe 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/K ota Pada Sumatera Utara
(Daam Rupiah)
Kabupaten/K ota Tahun
2014 2015 2016 2017

Kab Langkat 27.769.540.000 | 30.351.770.000 | 33.949.470.000 | 37.023.330.000
Kab Nias 2.430.720.000 | 2.669.900.000 | 2.996.280.000 | 3.233.750.000
Kab Tapanuli Selatan | 9.308.330.000 | 10.105.980.000 | 10.946.770.000 | 11.983.060.000
Kab Simalungun 25.338.490.000 | 27.237.460.000 | 30.186.080.000 | 32.860.290.000
Kab Asahan 24.302.720.000 | 26.541.790.000 | 29.206.690.000 | 32.023.190.000
Kab Karo 13.817.090.000 | 15.150.360.000 | 16.728.420.000 | 18.060.750.000
Kab Dairi 6.268.080.000 | 6.823.160.000 | 7.433.620.000 | 8.044.630.000
KotaBinjai 7.643.410.000 | 8.447.410.000 | 9.077.470.000 | 9.857.850.000
Kota Tebing Tinggi 3.934.670.000 | 4.304.350.000 | 4.727.480.000 | 5.123.220.000
Kota Sibolga 3.426.510.000 | 3.827.170.000 | 4.262.850.000 | 4.644.670.000

Sumber : Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel Pertumbuhan Ekonomi dari 10

(sepuluh)
Kabupaten/Kota Provinss Sumatera Utara dalam kurun waktu 2014-2017
mengalami perubahan setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi
pada Kabupaten Langkat selama kurun waktu 4 tahun. Sedangkan pertumbuhan
ekonomi terendah pada Kabupaten Nias selama kurun waktu 4 tahun. Jika
pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka semakin cepat proses
pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin
baik. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka pendapatan daerah
akan mengalami penurunan sehingga pemerintah daerah tidak dapat memenunhi
kebutuhan masyarakatnya. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikas
keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, proses
perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.



Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten/K ota Pada Sumutera Utara

(Daam Rupiah)
Kabupaten/K ota Tahun
2014 2015 2016 2017
Kab Langkat 107.811.975.547 | 122.715.359.910 | 132.673.213.413 | 30.094.966.025
Kab Nias 65.082.210.841 | 70.892.590.608 | 82.840.434.009 | 63.612.593.279
Kab Tapanuli Selatan 05.588.202.103 | 109.349.451.811 | 76.640.675.841 | 47.990.183.868
Kab Simalungun 96.390.208.715 | 111.893.282.770 | 132.560.800.826 | 33.014.568.195
Kab Asahan 01.468.218.559 | 98.279.308.429 | 52.170.348.430 | 30.373.280.934
Kab Karo 72.914.095.471 | 87.644.277.141 | 99.913.302.299 | 40.831.129.979
Kab Dairi 53.525.854.131 | 58.791.848.521 | 68.003.241.760 | 37.587.326.567
KotaBinjai 71.967.137.635 | 78.327.792.811 | 97.339.497.584 | 27.476.734.295
Kota Tebing Tinggi 74.515.273.852 | 82.410.053.810 | 94.058.491.717 | 48.469.208.035
Kota Sibolga 52.922.967.441 | 60.486.785.863 | 68.537.902.708 | 34.557.335.546

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019
Berdasarkan tabel redlisasi Pendapatan Asli Daerah dari 10 (sepuluh)
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 2014-2017 mengalami
perubahan setigp tahunnya. Pada tahun 2017 mengalami penurun pendapatan asli
daerah pada Kabupaten Langkat sebesar Rp. 30.094.966.025, Kabupaten Nias
sebesar Rp.63.612.593.279, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp.47.990.183.8
68, Kabupaten Simalungun Rp. 33.014.568.195, Kabupaten Asahan sebesar Rp.
30.373.380.934, Kabupaten Karo Sebesar Rp. 40.831.129.979, Kabupaten Dairi
sebesar Rp.37.587.326.567, Kota Binjai sebesar Rp.27.476.734.295, Kota Tebing
Tinggi sebesar Rp.48.469.208.035, dan Kota Sibolga sebesar Rp.34.557.335.546.
Pendapatan adli daerah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi
ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Di Tahun 2017 Pemerintah
Daerah sangat bergantung pada dana transfer baik berupa dana perimbangan
maupun dana bagi hasil dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak

dapat membiaya daerahnya sendiri.



Tabe 1.3 Dana Alokasi Umum Kabupaten/K ota

Pada Sumatera Utara
(Daam Rupiah)
Kabupaten/K ota Tahun
2014 2015 2016 2017
Kab Langkat 1.039.650.946.000 | 1.099.486.754.000 | 1.200.481.463.000 | 700.280.826.000
Kab Nias 347.698.829.000 | 365.879.173.000 | 429.582.510.000 | 244.748.649.576
Kab Tapanuli Selatan 572.097.968.000 | 592.764.058.000 | 654.669.272.000 | 327.334.626.000
Kab Simalungun 1.077.985.764.000 | 1.084.973.726.000 | 1.230.816.187.000 | 717.976.084.000
Kab Asahan 795.350.930.000 | 817.746.952.000 | 891.149.644.000 | 519.837.726.000
Kab Karo 686.834.562.000 | 697.458.392.000 | 751.581.176.000 | 432.159.157.800
Kab Dairi 532.723.259.000 | 560.602.194.000 | 623.702.235.000 | 356.030.010.400
KotaBinjai 526.069.678.000 | 541.895.577.000 | 574.469.158.000 | 287.234.568.000
Kota Tebing Tinggi 385.030.433.000 | 400.236.724.000 | 432.437.231.464 | 250.514.423.065
Kota Sibolga 371.812.825.000 | 380.075.078.000 | 412.805.887.000 | 230.483.276.300

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Dumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel Dana Alokasi Umum dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota

Provins Sumatera Utara kurun waktu selama 2014-2017 mengalami perubahan

setiap tahunnya. Pada pemberian dana alokasi umum terjadi penurunan pada tahun

2017 di Kabupaten Langkat sebesar Rp.700.280.826.000, Kabupaten Nias sebesar

Rp. 244.748.649.576, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp.327.334.626.000,

Kabupaten Simalungun sebesar Rp.717.976.084.000, Kabupaten Asahan sebesar

Rp.519.837.726.000, Kabupaten Karo sebesar Rp.432.159.157.800, Kabupaten

Dairi sebesar Rp.356.030.010.400, Kota Binjai sebesar Rp.287.234.568.000, Kota

Tebing Tinggi

sebesar Rp.250.514.423.065, dan Kota Sibolga sebesar

Rp.230.483.276.300.

Penurunan dana alokasi umum terjadi karena adanya devisit APBN yang

merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut berimbas pada

perhitungan ulang alokasi dana kegiatan setiap dinas. Namun begitu, rasionalisasi

tidak akan menyentuh program-program prioritas, contohnya seperti

pembangunan infrastruktur terkecuali kegiatan-kegiatan kurang penting seperti

sosiadisasi atau kunjungan kerja yang akan paling di efesiensikan.




Tabel 1.4 BelanjaModal

Kabupaten/K ota Pada Sumatera Utara

(Daam Rupiah)
Kabupaten/K ota Tahun

2014 2015 2016 2017
Kab Langkat 329.542.794.732 | 497.257.525.402 | 626.295.461.427 88.205.126.357
Kab Nias 158.098.310.646 | 194.330.739.832 | 227.559.502.344 14.158.331.979
Kab Tapanuli Selatan | 222.350.225.386 | 303.915.012.639 | 307.152.296.664 28.273.492.918
Kab Simalungun 226.370.774.680 | 185.676.905.078 | 210.953.244.334 66.934.738.889
Kab Asahan 424.188.251.104 | 227.438.269.630 | 237.676.952.256 16.608.028.489
Kab Karo 155.665.020.656 | 300.098.182.224 | 231.098.360.315 177.085.388
Kab Dairi 155.712.106.277 | 180.098.060.210 | 217.941.187.120 5.151.073.950
KotaBinjai 153.284.846.162 | 174.972.076.727 | 202.943.191.598 17.052.109.995
Kota Tebing Tinggi 163.582.124.045 | 158.487.242.001 | 203.355.262.407 51.822.942.740
Kota Sibolga 105.880.982.815 | 126.724.781.839 | 185.382.143.913 13.193.244.825

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel Belanja Modal dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota
Provins Sumatera Utara kurun waktu 2014-2017 mengalami perubahan tiap
tahunnya. Pada tahun 2014 terjadi penurunan di Kabupaten Langkat sebesar
Rp.88.205.126.357, Kabupaten Nias sebesar Rp.14.158.331.979, Kabupaten
Tapanuli selatan sebesar Rp. 28.273.492.918, Kabupaten Simalungun sebesar Rp.
66.934.738.889, Kabupaten Asahan sebesar Rp.16.608.028.489, Kabupaten Karo
sebesar Rp. 177.085.388, Kabupaten Dairi sebesar Rp. 5.151.073.950, Kota Binjai
sebesar Rp. 17.052.109.995, Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 51.822.942.740, dan
Kota Sibolga sebesar Rp.13.193.244.825.

Di tahun 2017 pemerintah daerah lebih banyak membuat belanja yang
sifatnya birokratis seperti menambah pegawai dan administrasi, sementara
belanja-belanja yang bersifat birokratis akan memberikan dampak minim ke
ekonomi daerah. Belanja moda perlu didorong untuk pencapaian target
pertumbuhan ekonomi dalam rentang sesuai APBN. Penurunan belanja modal
akan mempengaruhi pembangunan atau perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta

penambahan atau perbaikan dan mesin.



Berdasarkan uraian di atas, pendliti tertarik untuk melakukan penelitian
pertumbuhan ekonomi di sektor jasa khususnya pada pariwisata, dengan judul :
“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Adi Daerah dan Dana
Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera

Utara”.

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah
1. ldentifikas Masalah
Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas penulis adalah :

a. Terjadinya penurunan yang drastis belanja moda pada tahun 2017 di
Kabupaten Karo sebesar Rp. 177.085.388, Kabupaten Dairi sebesar
Rp.5.151.073.950, dan Kota Sibolga sebesar Rp. 13.193.244.825.
Sehingga penurunan akan berdampak pada aset daerah yang ada di
kabupaten/kota tersebut, seperti tanah dan peralatan.

b. Terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 di
Kabupaten Langkat sebesar Rp. 30.094.966.025, Kabupaten Nias sebesar
Rp. 63.612.593.279, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp.
47.990.183.868, Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 33.014.568.195,
Kabupaten Asahan sebesar Rp. 30.373.380.934, Kabupaten Karo sebesar
Rp. 40.831.129.979, Kabupaten Dairi sebesar Rp. 37.587.326.567, Kota
binjai sebesar Rp. 27.476.734.295, Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.
48.469.208.035, dan Kota sibolga sebesar Rp. 34.557.335.546. Hal ini
akan berdampak pada pendapatan daerah tersebut, sehingga pemerintah

daerah tidak dapat membiayai daerahnya sendiri.



2. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang akan dihadapi agar penelitian ini lebih terarah dan

pembahasannya tidak menyimpang maka penulis membatasi pembahasan pada

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Adli daerah dan Dana ALokasi

Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun

2014-2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan

sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1.

Apakah Pertumbuhan Ekonomi secara parsia berpengaruh signifikan
terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?

Apakah Pendapatan Adli Daerah secara parsia berpengaruh signifikan
terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?

Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
BelanjaModal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?

Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi
Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
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D. Tujuan dan Manfaat Penédlitian
1. Tujuan Pendlitian
Penelitian ini bertujuan :

a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi
secara parsia berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah
secara parsia berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum
secara parsia berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Adli Daerah dan Dana Alokas Umum secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota
di Sumatera Utara

2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :
a. Bagi Pemerintah Daerah
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah
untuk menjadi pertimbangan dalam Anggaran Belanja Modal
Pemerintah dan memberikan masukan dalam upaya Pengelolaan

APBD yang lebih baik.



11

b. Bagi Penulis
Penelitian ini  merupakan pelatihan intelektual yang mampu
meningkatkan pemahaman terkait dengan Belanja Modal Pemerintah.
c. Bagi Peneliti Berikutnya
Penelitian ini akan menambah wawasan dan menjadi referensi bahan
kgian dalam menambah ilmu pengetahuan terutama pada bidang
akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan Belanja Modal

Pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fitria Megawati
Sularno (2013) dengan waktu dan objek yang berbeda namun variabel dan aat
anaisis yang digunakan sama. Maka penelitian ini berusaha ingin mengetahui
apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokas
Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pendlitian ini berjudul Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Adli Daerah dan Dana Alokass Umum
terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Persamaan dan perbedaan terletak pada:
1. Variabel penditian : Penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel
bebas (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Adsli Daerah dan Dana
Alokass Umum) dan 1 variabel terikat (Pengalokasian Anggaran
Belanja Modal). Pendlitian ini juga menggunakan 3 variabel bebas
(Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Adsli Daerah dan Dana Alokasi

Umum) dan 1 variabel terikat (BelanjaModal).
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2. Jumlah observasi/data: Penelitian terdahulu menggunakan sampel
sebanyak 23 Kabupaten/Kota dan data pada tahun 2007 sampai 2011.
Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10
Kabupaten/K ota dan data pada tahun 2014 sampai 2017.

3. Waktu peneitian: Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2013
sedangkan penelitian ini tahun 2019.

4. Lokas penelitian: Lokas penelitian terdahulu dilakukan pada
Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat, sedangkan penelitian ini

dilakukan pada K abupaten/Kota di Sumatera Utara.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output dalam waktu
jangka panjang, apabila kegiatan ekonomi yang dihasilkan tambah besar maka
pertumbuhan ekonomi semakin tinggi kesgahteraannya meskipun terdapat
indikator lainnya. Badan Pusat Statistik (2010:3) “Indikator makro tersebut
diantaranya adalah produk domestik regional bruto”.

Menurut Putra (2009) “Pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses bukan
suatu gambaran ekonomi pada suatu saat”. Perekonomian dikatakan mengalami
pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi dari satu periode, berarti jumlah
barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikut yang artinya
jika produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produks
menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Badan Pusat Statistik (2010:1) “Proses pembangunan ekonomi pada
hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu
menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya
kesejahteraan seluruh rakyat”.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan
kapasitas pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan
menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Badan Pusat
Statistik (2010:5) “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah

nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produks di

13
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dalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa
memperhitungkan kepemilikan”.

Perhitungan produk domestik regional bruto dibedakan menjadi dua, yaitu
produk domestik regional bruto atas dasar harga merupakan nilai tambah barang
dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bejalan
setigp tahun, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur
ekonomi.

Sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan nilai
tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada
tahun tertentu sebagal tahun dasar, dan dapat digunakan untuk mengetahui
pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010:5) menyatakan bahwa “Perhitungan
produk domestik regional bruto dapat dilakukan dengan tiga pendekatan metode
langsung yaitu:

1) Pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa
oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi output dari
masing-masing sektor ekonomi dengan biaya antaranya.pendekatan ini
merupakan pendekatan nilai tambah. Nila tambah adalah nilai yang
ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produks dalam
proses produksi dari input. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas
jasafaktor produksi atas ikut sertanya dalam dalam proses produksi.

2) Pendekatan pendapatan adalah nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi
dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa faktor produks yaitu
upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto.
Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari
untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha seperti bunga,
sewa tanah dan keuntungan. Metode pendapatan ini banyak digunakan
pada sektor pemerintahan seperti jasa.

3) Pendekatan pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan
jasadi wilayah domestik. Produk Regional Domestik dihitung dengan cara
menghitung komponen pengeluaran akhir yang membentuk Produk
Domestik Regiona Bruto. Secara umum pendekatan ini dilakukan dengan
cara:

a) Metode pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang

dan metode penjualan eceran.

b) Metode pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei

pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran
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belanja, metode blance sheet, metode statistik perdagangan luar
negeri”.

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan output (Produk
Domestik Bruto) dan pendapatan riil per kapita bukan satu-satunya sasaran di
negara berkembang, namun Kkebijakan ekonomi untuk meningkatkan
pertumbuhan output perlu dilakukan dengan upaya memperbaiki keseahteraan
masyarakat dan mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dalam sektor jasa tidak hanya barang yang dapat
diperjual belikan namun jasa juga sapat diperjual belikan seperti asuransi, travel,
guru, dan akuntan publik. Pertumbuhan ekonomi dalam sektor jasa mampu
meningkatkan kualitas SDM Indonesia, banyak membutuhkan tenaga kerja

manusia sehingga mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan Negara.

2. Pendapatan Adli Daerah

Pendapatan adli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah dan yang dipungut
berdasarkan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah memiliki
tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam
mendanai otonomi daerah dan dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi.

Defenisi Pendpatan adli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan
yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri”.
Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) “Pendapatan asli daerah merupakan semua
penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Kebijakan

keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai
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sumber utama pendapatan daerah yang dipergunakan daerah dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Peningkatan
pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak
hanya ditinjau dari segi daerah tetapi dapat dilihat dari kesatuan perekonomian
Indonesia. Pendapatan asli daerah, dianggap sebagai aternatif untuk memperoleh
tambahan dana yang dapat digunakan untuk keperluan pengeluaran daerahnya
sendiri seperti keperluan rutin. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan hal
yang dikehendaki bagi setiap daerah.

Dengan ditetapkannya pasal 285 Undang-undang No.23 Tahun 2014
menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

a. Pgak daerah

b. Retribus daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kewagjiban yang harus dibayar oleh daerah yang
terutang tanpa meminta imbalan secara langsung dan memiliki unsur paksaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan paak digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Udang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah
dan Retribusi daerah bahwa “ Iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. H. Mohammad Zain

(2010) mengemukakan “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
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terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendpatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota

sebagal berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan
yang khusus disediakan bagi orang yang menginap dengan fasilitas yang
tersedia

Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah
tempat menyantap makanan dan minuman disediakan dengan dipungut
bayaran.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan
adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan yang ditonton oleh
setiap orang dengan dipungut bayaran.

Pgjak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame
adalah aat atau media yang menurut ragan dan corak ragamnya digunakan
untuk komersial.

Pajak Penerangan Jalan merupakan pagjak atas penggunaan atas tenaga
listrik dengan ketentuan di wilayah tersebut. Penerangan jalan dibayarkan

oleh pemerintah.
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6) Pagjak Bahan Galian Golongan C

Pgjak pengambilan bahan galian golongan ¢ merupakan pagak atas

kegiatan pengambilan bahan galian golongan ¢ sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Bahan galian golongan c seperti batu tulis, batu
kapur dan batu apung.
7) Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar

badan jalan, baik disediakan dengan pokok usaha maupun dengan suatu

usaha.

Selain jenis pgak, peraturan daerah pemerintah kabupaten/kota
menetapkan jenis pajak lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam
undang-undang. Penetapan jenis pajak lainnya harus bersifat spesifik dan
potensial daerah.

b. Retribus Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa ‘“Retribusi
daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan
yakni :

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribus atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan

pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
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2) Retribusi Jasa Usaha
Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh
pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
3) Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum serta menjaga kel estarian lingkungan.
c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
Penyebab diberlakukannya otonomi daerah merupakan campur tangan
pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan
kekayaan daerah berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sektor
industri. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah dapat mengelola kekayaan
daerahnya seoptimal mungkin dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-
undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama sektor swasta
atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi
bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan
perekonomian daerah.
Jenis pendapatan ini dibagi menjadi beberapa yaitu:
1. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD).
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2. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara/Badan

Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta.

d. Lain-lain pendapatan adli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja

daerah dan diupayakan oleh daerah dengan cara yang wajar tidak menyalahi

peraturan yang berlaku. Pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan

pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non

keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa menerbitkan obligasi

daerah.

Jenis-jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagal berikut:

o

8.

0.

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.

Jasagiro.

Pendapatan bunga.

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.

Penerimaan keuangan dari selisish nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing.

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
Pendapatan denda pajak.

Pendapatan denda retribusi.

10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

11. Pendapatan dari pengembalian.
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12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan .

15. Hasil pengelolaan dana bergulir.

Kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam
mel aksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari
pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang rendah, dilain pihak
menyebabkan pemerintah memiliki dergjat kebebasan rendah dalam mengelola

keuangan daerah.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokas Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah
yang bersifat “block grant”, artinya daerah diberi keleluasaan dalam penggunaan
yang sesua dengan perioritas dan kebutuhan daerah bertujuan untuk
menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum
dialokasikan kepada setigp daerah dalam rangka menjalankan kewenangan
pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 290 ayat (1) “Dana
Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar-daerah untuk mendanai  kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi”.

Anggiat (2009:16) “Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah (APBD) yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Kebijakan dana
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alokas umum merupakan instrumen penyeimbang antar daerah, sebab tidak
semua daerah memiliki struktur dan kemampuan fiskal yang sama.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah, dengan transfer yang cukup signifikan di dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat ke pemerintah daerah
secara |eluasa dapat digunakan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada
masyarakat. Ada empat tahapan perhitungan dana alokasi umum, yaitu:

a. Tahapan akedemis merupakan konsep awal penyusunan kebijakan atas
implementasi formula dana aokasi umum dilakukan oleh tim
independen dari berbagal universitas dalam tujuan untuk memperoleh
kebijakan perhitungan dana alokasi umum sesuai dengan ketentuan
undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

b. Tahapan administrass merupakan tahapan yang dilakukan oleh
Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
untuk melakukan koordinas dengan instans terkait data dasar
perhitungan dana alokasi umum termasuk kegiatan konsolidasi dan
verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran.

c. Tahapan teknis merupakan pembuatan simulasi penghitungan dana
alokasi umum yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI
berdasarkan undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia
dan memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

d. Tahapan politis merupakan perhitungan dan aokasi dana alokas
umum antara Pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja Daerah,

Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi mendapatkan persetujuan
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hasil perhitungan.

Dalam rangka tercapainya objektifitas dan keadilan dalam pembagian dana
aokas umum kepada daerah provins dan kabupaten/kota. Pelaksanaan
kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana
perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokas khusus dan dana
perimbangan. Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa
pendapatan asli daerah, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dana alokas umum untuk satu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria
tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadaan yang selaras
dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang formula dan perhitungan dana
alokas umumnya ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Jumlah keseluruhan
dana alokass umum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan
ketentuan sebagai berikut :

a Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya
26% dari pendapatan dalam negeri neto.

b. Propors dana alokasi umum antar provinsi dan kabupaten/kota dihitung
dari perbandingan antar bobot urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan provinsi kabupaten/kota.

c. Dana dokas umum untuk daerah provinsg dan untuk daerah
kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi
umum sebagai mana ditetapkan diatas.

Sebagian besar pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari

dana perimbangan terutama dana alokasi umum. Menurut Halim dan Kusufi
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(2012) “kelompok pendapatan berupa pendapatan transfer ini digolongkan
menjadi:
a. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan):
1. Dana Bagi Hasil Pajak
2. DanaBagi Hasil Bukan Pgjak (Sumber Daya Alam)
3. DanaAlokasi Umum
4. DanaAlokasi Khusus
b. Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya):
1. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Penyesuian
c. Transfer Pemerintah Provinsi:
1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya”
4. Belanja Modal
Belanja modal adalah suatu pembentukan modal yang bersifat menambah
aset tetap/investas yang memberikan masa manfaat lebih dari satu periode
akuntansi, termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang
bersifat untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat dan meningkatkan
kapasitas serta kualitas aset.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 “Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk
pembanguna dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung
dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah”.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, “Belanja modal adalah pengeluaran
anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi”. Menurut Erlina, et,al (2015:155) “Belanja

moda merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
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lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal
meliputi antara lain belanja modal unuk perolehan tanah, gedung dan bangunan,
peralatan, serta aset tak berwujud”. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi
(2012:107) “Belanja modal merupakan anggaran untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang
positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan
meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah yang baru. Belanja yang baik
merupakan dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari
total belanja daerah. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah
sesuai dengan anggaran dan pelayanan publik yang dapat memberikan dampak
jangka panjang secara finansial. Ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap yaitu
dengan membangun sendiri, menurkan dengan aset tetap lain dan membeli.
Namun pemerintah daerah biasanya melakukan dengan car membeli aset tetap.

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset
atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu
periode akuntansi dan melebihi atas minimal kapasitas aset tetap dan aset lainnya
yang ditetapkan pemerintah. Kriteria kapitalisas dalam pengadaan/pemeliharaan
barang atau aset merupakan suatu tahap validas untuk penetapan belanja modal
dan merupakan syarat wajib dalam penepatan kapitalisasi atas pengadaan barang
dan aset yaitu:

1. Pengeluaran anggaran belanja modal mengakibatkan bertambahnya

aset atau bertambahnya masa manfaat dan umur ekonomis aset

berkenaan.
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2. Pengeluaran anggaran belanja modal mengakibatkan bertambahnya

kapasitas, peningkatan standar kinerja atau volume aset.

3. Memenuhi nilai minum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:

a.  Untuk pengadaan peralatan dan mesin batas minimal harga pasar

per unit barang adalah sebesar Rp. 300.000,-

b. Untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung bangunan per paket

pekerjaan adal ah sebesar Rp. 10.000.000,-

4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan atau

dipasarkan kepada masyarakat diluar pemerintah.

Tabel 2.1

Jenis belanja modal beserta komponen-komponennya

Jenis belanja modal

K omponen biaya dalam belanja modal

Belanjamodal tanah

1) Belanjamodal pembebasan tanah

2) Belanjamoda pembayaran honor tim tanah

3) Belanjamodal pembuatan sertifikat tanah

4) Belanja moda pengurugan dan pematangan
tanah

5) Belanjamodal biaya pengukuran tanah

Belanjamodal gedung dan
Bangunan

6) Belanjamodal perjalanan pengadaan tanah

1) Belanjamodal bahan baku gedung dan bangunan

2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor
pengelolan teknis gedung dan bangunan

3) Belanja modal sewa peralatan gedung dan
bangunan

4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan
gedung dan bangunan

5) Belanjamodal perizinan gedung dan bangunan

6) Belanja modal honor perjalanan gedung dan
bangunan

Belanja moda peraatan
dan mesin

7) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran
bangunan lama gedung dan bangunan

1) Belanjamodal bahan baku peralatan dan mesin

2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor
pengelolateknis peralatan dan mesin

3) Belanjamodal sewa peralatan dan mesin
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4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan
peralatan dan mesin

5) Belanjamodal perizinan peralatan dan mesin

6) Belanjamodal pemasangan peraatan dan mesin

7) Belanja modal honor perjaanan peralatan dan
mesin

Belanja  modal
irigasi dan jaringan

jaan,

1) Belanjamodal bahan baku jalan dan jembatan
2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor
pengolateknis jalan dan jembatan
3) Belanjamodal sewa peralatan jalan dan jembatan
4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan
jalan dan jembatan
5) Belanjamodal perizinan jalan dan jembatan
6) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran
penggunaan lamajalan dan jembatan
7) Belanjamodal honor perjalan jalan dan jembatan
8) Belanjamodal bahan baku irigasi dan jaringan
9) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor
pengolateknisirigasi dan jaringan
10) Belanja modal sewa peraatan irigas dan
jaringan
11) Belanja modal perencanaan dan pengawasan
irigasi dan jaringan
12) Belanjamodal perizinan irigasi dan jaringan
13) Belanjamodal pengosongan dan pembongkaran
penggunaan lama jalan dan jembatan
14) Belanja modal honor perjalanan irigas dan
jaringan

Belanja  moda
lainnya

fisik

1) Belanjamodal bahan baku fisik lainnya

2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor
pengolateknis fisik lainnya

3) Belanjamodal sewa peralatan fisik lainnya

4) Belanjamodal perencanaan dan pengawasan fisik
lainnya

5) Belanjamodal perizinan fisik lainnya

6) Belanjamodal jasa konsultan fisik lainnya

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
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No | Nama/Tahun Judul Variabel X Variabel Y M odel Hasil
Analisis Penelitian

1 | Pungky Pengaruh 1.Pertumbuhan Pengalokasian | Regresi Hasil penelitian
Ardhani (2011) | Pertumbuhan Ekonomi Anggaran Linier menunjukkan
Universitas Ekonomi, 2.Pendapatan Adli BelanjaModal | Berganda | bahwa secara
Diponegoro Pendapatan Adli Daerah (PAD) parsia
Semarang Daerah (PAD), 3. Dana Alokasi Pendapatan Adli

Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah (PAD)
Umum (DAU) 4.Dana Alokasi dan Dana
dan Dana Alokasi | Khusus (DAK) Alokasi Umum
Khusus (DAK) (DAU)
Terhadap berpengaruh
Pengalokasian signifikan
Anggaran terhadap
BelanjaModal Belanjamodal.
(Studi Kasus Sedangkan,
Pada Pemerintah Pertumbuhan
Kabupaten/K ota Ekonomi dan
di Jawa Tengah) Dana Alokasi
Khusus (DAK)
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap belanja
modal.

2 | Arif Purnama Pengaruh Dana 1.Dana Alokasi BelanjaModa | Regresi Hasil penelitian
(2014) Alokasi Umum Umum (DAU) Linier menunjukkan
Universitas (DAU), 2. Pendapatan Adli Berganda | bahwa Dana
Muhammadiyah | Pendapatan Adli Daerah (PAD) Alokasi Umum
Surakarta Daerah (PAD), 3.SisaLebih (DAU) dan Sisa

SisaLehih Pembiayaan Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pembiayaan
Anggaran 4, Luas Wilayah Anggaran
(SILPA) dan (SILPA)  tidak
Luas Wilayah berpengaruh
Terhadap Belanja secara  parsia
Modal Pada dan signifikan
Kabupaten dan terhadap alokasi
Kotadi Jawa anggaran
Tengah Periode belanja modal.
2012-2013 Sedangkan
pendapatan adli
daerah dan luas
wilayah
berpengaruh
secara  parsid
dan signifikan
terhadap alokasi
anggaran
belanja modal.

3 | Fitria Megawati | Pengaruh 1.Pertumbuhan Pengalokasian | Regresi Hasil penelitian

Sularno (2013) | Pertumbuhan Ekonomi Anggaran Linier menunjukkan
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Universitas Ekonomi, 2.Pendapatan Adli BelanjaModal | Berganda | bahwa
Widyatama Pendapatan Adi | Daerah (PAD) Pertumbuhan
Dagrah  (PAD) | 3.DanaAlokasi Ekonomi  dan
dan Dana Alokasi | Umum (DAU) PAD
Umum  (DAU) berpengaruh
Terhadap signifikan
Pengalokasian terhadap belanja
Anggaran modal,
Belanja Modal sedangkan DAU
(Studi Kasus tidak
Pada berpengaruh
Kabupaten/K ota signifikan
di Provins Jawa terhadap belanja
Barat) modal .
DevaYoga Pengaruh 1.Pertumbuhan Pengalokasian | Regresi Hasil penelitian
Permana (2013) | Pertumbuhan Ekonomi Anggaran Linier menunjukkan
Universitas Ekonomi, 2.Pendapatan Adli BelanjaModa | Berganda | bahwa
Diponegoro Pendapatan Adli Daerah (PAD) Pendapatan Adli
Semarang Daerah (PAD), 3. Dana Alokasi Daerah (PAD)
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Umum (DAU) 4.Dana Alokasi Alokasi Umum
dan Dana Alokasi | Khusus (DAK) (DAU)
Khusus (DAK) berpengaruh
terhadap signifikan
Pengalokasian terhadap belanja
Anggaran modal,
BelanjaModal sedangkan
(Studi Kasus Pertumbuhan
Pada Pemerintah Ekonomi dan
Kota Semarang). Dana Alokasi
Khusus (DAK)
tidak
berpengaruh
signifikan
terhadap belanja
modal .

C. Kerangka Konseptual

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pemerintah

daerah untuk membangun ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada. P.

Eko Prasetyo (2009) “Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur

bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu

bangsa”. Pendapatan Asli Daerah mempunyai peran dalam pelaksanaan otonomi

daerah guna untuk mencapai dalam tujuan utama penyelenggaraan otonomi
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daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian
daerah. Pelayanan publik ditunjukkan melalui sarana dan prasarana yang memadai
untuk membuat masyarakat maelakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan
nyaman serta berpengaruh padatingkat prudiktivitas yang semakin meningkat.

Dana Alokas Umum adalah dana yang berasal dari APBN dengan
dialokasikan bertujuan untuk membiayai pemerataan keuangan antar daerah
dalam membiayai kebutuhan pengeluaran untuk pelaksanaan desentralisasi, data
dana alokas umum didapatkan dari laporan APBD kabupaten/kota di daerah
tersebut.

Ardhani (2011) “Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan
keuangan Dana Alokas Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang
direalisasikan melalui belanja modal”.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya kerangka konseptual
merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara
variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah pada provins
sumatera utara. Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai

berikut:

Pertumbuhan Ekonomi
(X1)

Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal (Y)

(X2)

Dana Alokasi Umum
(DAU) (X3)

\l/

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
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D. Hipotesis

Menurut Rusiadi (2014:75) menyatakan bahwa “Hipotesis merupakan

jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil

analisis’. Atas dasar konseptual di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai

berikut :

. Pertumbuhan Ekonomi secara parsia berpengaruh signifikan

terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

. Pendapatan Asli Daerah secara parsia berpengaruh signifikan

terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

BelanjaModal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Adli Daerah dan Dana Alokasi

Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja

Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut
Rusiadi (2014:12), “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui dergjat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua
variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang

berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”.

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Pendlitian
Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provins Sumatera Utara.

Dari website www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.bps.go.id.

2. Waktu Pendlitian
Penelitian dilakukan mulai dari bulan September 2018 sampai dengan
April 2019, dengan format berikut:

Tabedl 3.1 Skedul Proses Penelitian

No Aktivitas Bulan
Sept, Nov, 2018 | Des, 2018 Januari, Febuari, Maret, April,
2018 2019 2019 2019 2019
Pengaj uan Judul [ ]
Penyusunan Proposal
Seminar Proposal

Perbaikan Acc Proposal

Pengolahan Data

Bimbingan Skripsi

1
2
3
4
5
6 Penyusunan Skripsi
7
Su

mber : Diolah Penulis, 2019
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C. Populasi dan Sampel

1. Populas

Peneliti mengambil populasi pada Provinsi Sumatera Utara dan dapat
dilihat dari neraca laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Rusiadi (2014:30) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek
dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

2. Sampel

Rusiadi (2014:31) “Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengambilan sampel merupakan
purposive sampling yang artinya sampel diambil dengan memiliki kriteria-kriteria
tertentu. Kriteria dalam penelitian ini dilihat dari kunjungan pariwisata ke
Kabupaten/Kota, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sampel dapat dilihat
dari laporan realisas penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Adapun 10 Kabupaten/K ota dalam sampel penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Daftar Sampel Kabupaten/Kotadi Provins Sumatera Utara

Kabupaten/K ota Sumatera Utara
Kabupaten Langkat
Kabupaten Nias
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kabupaten Simalungun
Kabupaten Asahan
Kabupaten Karo
Kabupaten Dairi
KotaBinjai
Kota Tebing Tinggi
Kota Sibolga
Sumber : Diolah Penulis (2019)

= Z
o|C|® Nt~ WN PG
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3. JenisData
Data yang akan digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif Pemerintah
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
4. Sumber Data
Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang di lihat dari website

www.djpk.kemenkeu.go.id laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di

Sumatera Utara, periode data penelitian ini dari tahun 2014-2017.

D. Definisi Operasional Variabel
1. Variabel Pebélitian
Sugiyono (2014:38) “Variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang
berbentuk apa sgja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelgjari sehingga
diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.
Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama
pertumbuhan ekonomi (X1), variabel bebas kedua pendapatan asli daerah (X2),
variabel bebas ketiga dana alokasi umum (X3) dan variabel terikat yaitu belanja
modal (Y).
2. Defenisi Operasional
Definis operasional bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh
variabel dari suatu faktor lainnya. Sugiyono (2014) “Operasiona variabel
merupakan suatu cara untuk mengukur suatu konsep dan bagaimana konsep harus
diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan
dipengaruhi”. Defenisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan

definisi yang ada di |apangan.


http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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Variabd

Definisi operasional

Indikator

Skala

Pertumbuhan
Ekonomi (X1)

Jumlah  nila  tambah
barang dan jasa yang
dihasilkan dari seluruh
kegiatan suatu daerah.
(BPS, 2010)

PDRB harga
konstan

Rasio

Pendapatan
Adli Daerah
(X2)

Pendapatan yang diperoleh
oleh daerah tersebutdari
sumber daya yang
dimilikinya senidiri. (UU
No. 23 Tahun 2014)

Jumlah Pendapatan

Adli Dagerah

Rasio

Dana Alokas
Umum (X3)

Dana yang bersumber dari
APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan
antar daerah untuk
mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
(Anggiat, 2010)

Jumlah Dana
Alokas Umum

Rasio

Belanja Modal
(Y)

Pengeluaran anggaran
untuk memperoleh aset
tetap dan aset lainnya yang
member manfaat |ebih dari

satu periode akuntansi
(PSAP No. 02 Tahun
2010)

Jumlah Belanja
Modadl

Rasio

Sumber: Diolah Penulis, 2019

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan cara dokumentas dari

website  www.djpk.kemenkeu.go.id dan

www.bps.go.id dapat dikumpulkan dan diolah data dari informasi terdahulu yang

berhubungan dengan masal ah yang akan diteliti.
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36

F. Teknik Analis Data
1. Uji Asumsi Klasik
Dengan adanya asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dikatakan
mendekati atau sama dengan kenyataan yang akurat. Pengujian asumsi klasik
dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar
terbebas dari ggaa heteroskedastisitas, gegjada autokorelass dan gegala
multikolinearitas. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas,
uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.
a. Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi, variabel terikat
dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak.
Model regres yang baik mempunyai distribusi data normal atau
mendekati normal. Cara mendetekss normalitas dengan melihat
penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar
pengambilan keputusan sebagai berikut :

1) Jikatitik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal, maka model regresi telah memenuhi asumsi
normalitas.

2) Jikatitik menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti
arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi
normalitas.

b. Uji multikolinieritas dilakukan untuk menunjukkan adanya hubungan
linier antara variabel bebas dalam model regress maupun untuk
menunjukkan ada tidaknya dergjat kolinearitas yang tinggi antara

variabel-variabel bebas. Jika antar variabel berkoleras dengan
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sempurna maka disebut dengan multikolinearitas sempurna (perfect
multicoliniarity), berarti model kuadrat terkecil tesrebut tidak bisa
digunakan. Multikolinieritas dapat diketahui dengan menganalisis nilai
toleransi serta Variance Inflation Factor (VIF). Suatu variabel dapat
dikatakan terbebas dari asumsi multikolinieritas apabila nilai VIF>10
(Ghozali, 2013).

c. Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji model regresi linier yang
terdapat korelas antara kesalahan. Menurut Jonathan Sarwono
(2012:28) terjadi autokorelasi jika durbin watson sebesar < 1 dan > 3.
Secara umum Kriteria yang digunakan adal ah:

1) Jka DU< DW < 4-DU maka Ho diterima, artinya terjadi
autokorelasi

2) JikaDW < DL atau DW > 4-DL maka Ho ditolak, artinya tidak
terjadi autokorelasi

3) Jika DL< DW atau 4-DU < DW < 4-DL, artinya tidak ada
kepastian atau kesimpulan yang pasti.

d. Uji heteroskedastisitas merupakan cara untuk melihat adanya
heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antar nilai prediks
variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Deteks dapat
dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik
scatteroplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y
yang sudah diperidksi, dan sumbu X adalah residual yang telah

studentized. Dengan analisis dasar sebagai berikut:
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1) Jika ada titik-titik membentuk pola dan teratur, maka dapat
mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.
2) Jika pola tidak terlihat jelas dan titik menyebar diatas dan

dibawah nol, maka hal tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. AnalissRegres Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai
satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain diketahui melalui
persamaan garis regresi. Sedangkan regres linier berganda merupakan dimana
regresi variabel terikatnya dihubungkan dengan lebih dari satu variabel bebas
tetapi masih menunjukkan diagram hubungan yang benar.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis
regresi linier berganda. Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

Y=0+bi X1+ X+ Xz +e

K eterangan:

Y =BelanjaModa

o = Konstanta

b = Koefisien Regresi Berganda

X1 = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X3 = Dana Alokas Umum (DAU)

e =error
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3. Uji Hipotesis

a  Uji Parsid (Uji 1)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis secara parsia berfungsi untuk

menunjukkan pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang digiukan maka perlu

dilakukan uji t. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini secara parsia

adalah :

1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal.

2)

Ho : B1 = 0, artinyatidak terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja
modal.

Ha : B1 # 0, artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja
modal.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

Ho ditolak jika signifikant < 0,05

Haditerimajika signifikant > 0,05

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Ho= p1 =0, artinyatidak terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja
modal.

Ha : 1 # 0, artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja
modal.

Kriteria pengambilan keputusan adal ah:

Ho ditolak jikasignifikant < 0,05

Haditerimajika signifikan t > 0,05
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3) Pengaruh dana aokasi umum terhadap belanja modal.
Ho=B1= 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja
modal.
Ha : B1 # 0, artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja
modal.
Kriteria pengambilan keputusan adalah:
Ho ditolak jika signifikan t < 0,05
Haditerimajika signifikant > 0,05
b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah pertumbuhan
ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana aokas umum secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Ho: B1 = B2 = B3 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara
simultan.
Ha : minimal 1 # 0, artinya terdapat pengaruh signifikan sacara simultan.
Kriteria pengambilan keputusan adalah:
Ho terimaapabila Fhitung < tiabel atau sig t > 0,05
Ho tolak apabila Fhitung > tiabel atau sig t < 0,05

c. Uji Determinasi (R?)

Koefisien determinasi merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dalam

persen (%) dan diperolen dari bentuk kuadrat koefisen korelas yang

menunjukkan besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas (X) terhadap

variabel terikat ().
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Koefisien determinasi dapat dilihat dengan semakin tingginya R? yang
disesuaikan akan semakin baik bagi model regresi. Nila koefisien bervarias
mulai dari 0 sampai 1, jika hasil mendekati O artinya kemampuan variabel bebas
dalam menjelaskan variabel sangat terbatas. Tapi jika hasil mendekati 1 maka
artinya variabel-variabel bebas memberikan semua informas yang dibutuhkan

untuk memprediksi variabel terikat.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sgarah Perkembangan Provinsi Sumatera Utara

Provins Sumatera Utara yang berada bagian barat Indonesia, terletak
pada garis 1°- 4° lintang utara dan 98°-100° Bujur Timur, Luas daratan Provins
Sumatera Utara 72.981,23 km?. Sumatera Utara pada dasarnya dibagi menjadi
yaitu Pesisir Timur, Pegunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat dan Kepulauan
Nias.

Sebelah utara perbatasan dengan Provins Aceh dan Selat Malaka
Sebelah selatan perbatasan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan
Samudera Indonesia. Sebelah barat perbatasan dengan Provinsi Aceh dan
samudera Indonesia, sedangkan sebelah timur perbatasan dengan Selat Malaka.

Pada zaman pemerintahan belanda Sumatera Utara merupakan suatu
pemerintahan Gouvernement Van Sumatera, dengan wilayah meliputi seluruh
Pulau Sumatera dan dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Kota
Medan. Setelah kemerdekaan dalam sidang pertama Komite Nasional daerah,
Provins Sumatera dibagi menjadi tiga bagian yaitu Sumatera Utara, Sumatera
Tengah dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan
dari tiga daerah administrativ yang sering disebut keresidenan terbagi menjadi
keresidenan Aceh, keresidenan Sumatera Timur dan keresidenan Tapanuli.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948 tentang Sumatera dibagi menjadi tiga

provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya
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sendiri. Selanjutnya tanggal 15 april tahun 1948 merupakan hari jadi Provins
Sumatera Utara. Pada awa tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi
pemerintah di Sumatera Utara, dengan Keputusan Pemerintah Darurat Republik
Indonesia Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949 jabatan Gubernur di
tiadakan. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut
dan dibentuk kembali Provins Sumatera Utara.

Pada tanggal 7 desember 1956, Di tetapkannya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang dibentuknya Daerah Otonom Provinsi
Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah
Provins Aceh. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 menyebutkan
bahwa Provins: Sumatera Utara tersebut dalam ayat (1) yang wilayahnya telah
dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonom Provins
Aceh tetap disebut Provins Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956,
Provinsi Sumatera Utaraterdiri atas 17 Kabupaten/Kota. Tetapi terbitnya Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing
Natal dan Kabupaten Toba Samosir, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001
tentang pembentukan Kota Padang Sidempuan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan Dan
Pakpak Barat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, pada Tahun 2007 dibentuk Kabupaten

Batu Bara melaui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang
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Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten
Labuhan Batu Selatan, Undang-Undang 23 Tahun 2008 tentang pembentukan
Kabupaten Labuhan Batu Utara, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang
pembentukan Kabupaten Nias Utara, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008
tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat dan Undang-Undang Nomor 47
Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunung Sitoli, dengan demikian Provinsi
Sumatera Utara pada bulan Juli Tahun 2009 sudah menjadi 25 Kabupaten dan 8
Kota.

Adapun kabupaten yang ada di Sumatera Utara yaitu: Kabupaten Nias,
Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli
Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan,
Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli
Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang
Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten
Padang Lawas, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu
Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat. Sedangkan untuk wilayah
kotanya yaitu: Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota
Tebing Tinggi, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, Kota Gunung
Sitoli.

Pemerintah Provins Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2001, untuk membentuk dinas-dinas sebaga institus

teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah Provins Sumatera Utara.
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Dinas-dinas tersebut terdiri atas: Dinas Pertanian, Dinas Pertenakan, Dinas
Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas
Kesgjahteraan dan Sosial, Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Dinas
Pendapatan, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Koperasi dan Usaha K ecil
Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energi

serta Dinas Komunikasi dan Informasi.

2. Perekonomian Sumatera Utara

Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam yang berupa gas alam di
daerah Tandam, Binjai dan minyak bumi di Pangkalan Brandan, serta Kabupaten
Langkat yang telah dieksplorasi sgjak zaman Hindia Belanda. Selanjutnya di
Kuala Tanjung pada Kabupaten Asahan terdapat PT Inalum yang bergerak di
bidang penambangan biji dan peleburan aluminium.

Sungai-sungai yang berhulu di pegunungan Danau Toba juga merupakan
sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber
daya pembangkit listrik renaga air. PLTA Asahan merupakan PLTA terbesar di
Sumatera yang terdapat di Kabupaten Toba Samosir. Struktur perekonomian
Sumatera Utara menurut lapangan usaha di dominasi oleh 3 lapangan usaha yaitu:
pertanian, kehutanan dan perikanan, serta diikuti oleh industri pengolahan maupun
perdagangan ecer-eceran dan reparas mobil-sepada motor.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang
mengalami pertumbuhan yang tertinggi, karena diikuti oleh pengeluaran konsumsi

lembaga non profit yang melayani rumah tangga dan pengeluaran konsumsi
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pemerintah. Ekonomi Sumatera Utara mengalami kontraksi bila dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, ha ini disebabkan oleh efek musiman beberapa
komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan dari sisi pertumbuhan ekonomi yang

tgjadi pada seluruh komponen.

3. Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Utara

Visi:

Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat.

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara bermartabat dalam
kehidupan karena memiliki iman dan takwa, tersedianya sandang
pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik,
kesehatan yang prima, mata pencarian yang menyenagkan, serta
harga-harga yang tejangkau.

2. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam
politik dengan adanya pemerintah yang bersih dan dicintai, tata kelola
pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika,
masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi
sosiasl yang kuat serta harmonis.

3. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam
pendidikan karena masyarakatnya yang terpelgjar, berkarakter, cerdas,
kalaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara bermartabat dalam
pergaulan bebas dari judi, narkoba, prositusi, dan penyeludupan

sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
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lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan

indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan

serta beradap.

4. Deskrips Variabel Pendlitian

Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Utara sebanyak 33 Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Sumatera. Setelah
dilakukan pemilihan sampel dengan kriteria khusus pengambilan sampel dipilih
sebanyak 7 Kabupaten dan 3 Kota, dengan periode penelitian dilakukan mulai
pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. Data penelitian secara keseluruhan
berjumlah 40 sampel (10 Kabupaten/Kota X 4 Tahun laporan realisasi APBD).
Adapun variabel pendlitian yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Pertumbuhan Ekonomi
Data variabel bebas (X1) dalam pendlitian ini adalah Pertumbuhan

Ekonomi, berikut ini data variabel Pertumbuhan Ekonomi :

Tabd 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Realisasi Penerimaan Pemerintah
Kabupaten/K ota Provinsi Sumatera Utara 2014-2017
(dalam Rupiah)

No Kabupaten/K ota 2014 2015 2016 2017
1 | Kab Langkat 27.769.540.000 | 30.351.770.000 | 33.949.470.000 | 37.023.330.000
2 | Kab Nias 2.430.720.000 | 2.669.900.000 | 2.996.280.000 3.233.750.000
3 | Kab Tapanuli Selatan | 9.308.330.000 | 10.105.980.000 | 10.946.770.000 | 11.983.060.000
4 | Kab Simalungun 25.338.490.000 | 27.237.460.000 | 30.186.080.000 | 32.860.290.000
5 | Kab Asahan 24.302.720.000 | 26.541.790.000 | 29.206.690.000 | 32.023.190.000
6 | KabKaro 13.817.090.000 | 15.150.360.000 | 16.728.420.000 | 18.060.750.000
7 | KabDairi 6.268.080.000 | 6.823.160.000 | 7.433.620.000 8.044.630.000
8 | KotaBinjai 7.643.410.000 | 8.447.410.000 | 9.077.470.000 9.857.850.000
9 | KotaTebing Tinggi 3.934.670.000 | 4.304.350.000 | 4.727.480.000 5.123.220.000
10 | Kota Sibolga 3.426.510.000 | 3.827.170.000 | 4.262.850.000 4.644.670.000

Sumber : Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019
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Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi.
Dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi terletak di Kabupaten Langkat sebesar
Rp. 37.023.330.000, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terletak pada
Kabupaten Nias sebesar Rp. 2.430.720.000. Jika pertumbuhan ekonomi
mengalami kenaikan maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah
sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Sebaliknya, jika
pertumbuhan ekonomi menurun, maka pendapatan daerah akan mengalami

kebutuhan

penurunan sehingga pemerintah daerah tidak dapat memenuhi

masyarakatnya.

b. Pendapatan Adli Daerah

Data variabel bebas (X2) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Adli

Daerah, berikut ini data variabel Pendapatan Adli Daerah:

Tabd 4.2 Pendapatan Adli Daerah Realisas Penerimaan Pemerintah

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2017
(dalam Rupiah)

No Kabupaten/K ota 20114 2015 2016 2017
1 | Kab Langkat 107.811.975.547 | 122.715.359.910 | 132.673.213.413 | 30.094.966.025
2 | KabNias 65.082.210.841 | 70.892.590.608 | 82.840.434.009 | 63.612.593.279
3 | Kab Tapanuli Selatan | 95.588.202.103 | 109.349.451.811 | 76.640.675.841 | 47.990.183.868
4 | Kab Simalungun 96.390.208.715 | 111.893.282.770 | 132.560.800.826 | 33.014.568.195
5 | Kab Asahan 91.468.218.559 | 98.279.308.429 | 52.170.348.430 | 30.373.280..934
6 | KabKaro 72.914.095.471 | 87.644.277.141 | 99.913.302.299 | 40.831.129.979
7 | Kab Dairi 53.525.854.131 | 58.791.848.521 | 68.003.241.760 | 37.587.326.567
8 | KotaBinja 71.967.137.635 | 78.327.792.811 | 97.339.497.584 | 27.476.734.295
9 | Kota Tebing Tinggi 74.515.273.852 | 82.410.053.810 | 94.058.491.717 | 48.469.208.035
10 | Kota Sibolga 52.922.967.441 | 60.486.785.863 | 68.537.902,708 | 34.557.335.546

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel diatas pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi.

Pendatapan asli daerah tertinggi terletak di Kabupaten Langkat sebesar Rp.

132.673.213.413, sedangkan pendapatan asli daerah terendah terletak di Kota
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Binjai sebesar Rp. 27.476.734.295. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu
solusi untuk mengatasi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Di
Tahun 2017 Pemerintah Daerah tidak dapat membiayai daerahnya sendiri dan
sangat bergantung pada dana perimbangan.

c. DanaAlokas Umum

Data variabel bebas (X3) dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi

Umum, berikut ini data variabel Dana Alokasi Umum:

Tabel 4.3 Dana Alokas Umum Realisasi Penerimaan Pemerintah
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2017
(dalam Rupiah)

No Kabupaten/K ota 2014 2015 2016 2017
1 | Kab Langkat 1.039.650.946.000 | 1.099.486.754.000 | 1.200.481.463.000 | 700.280.826.000
2 | KabNias 347.698.829.000 365.879.173.000 429.582.510.000 | 244.748.649.576
3 | Kab Tapanuli Selatan 572.097.968.000 592.764.058.000 654.669.272.000 | 327.334.626.000
4 | Kab Simalungun 1.077.985.764.000 | 1.084.973.726.000 | 1.230.816.187.000 | 717.976.084.000
5 | Kab Asahan 795.350.930.000 817.746.952.000 891.746.952.000 | 519.837.726.000
6 | KabKaro 686.834.562.000 697.458.392.000 751.581.176.000 | 432.159.157.800
7 | Kab Dairi 532.723.259.000 560.602.194.000 623.702.235.000 | 356.030.010.400
8 | KotaBinja 526.069.678.000 541.895.577.000 574.469.158.000 | 287.234.568.000
9 | KotaTebing Tinggi 385.030.433.000 400.236.724.000 432.437.231.464 | 250.514.423.065
10 | Kota Sibolga 371.812.825.000 380.075.078.000 412.805.887.000 | 230.483.276.300

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel diatas dana alokas umum mengalami fluktuasi. Dana
alokas umum tertinggi terletak di Kabupaten Simalungun sebesar Rp.
1.230.816.187.000, sedangkan dana alokasi umum terendah terletak di Kabupaten
Nias sebesar Rp. 244.784.649.576. Penurunan dana alokasi umum terjadi karena
adanya devisit APBN yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut berimbas pada perhitungan ulang alokas dana kegiatan setiap

dinas.
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Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, berikut ini

data variabel BelanjaModal:

Tabel 4.4 Belanja Modal Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/K ota
Provinsi Sumatera Utara 2014-2017

(dalam Rupiah)

No Kabupaten/K ota 2014 2015 2016 2017
1 | Kab Langkat 392.542.794.732 | 497.257.525.402 | 626.295.461.427 | 88.205.126.357
2 | Kab Nias 158.098.310.646 | 194.330.739.832 | 227.559.502.344 | 14.158.331.979
3 | Kab Tapanuli Selatan | 222.350.225.386 | 303.915.012.639 | 307.152.296.664 | 28.273.492.918
4 | Kab Simalungun 226.370.774.680 | 185.676.905.078 | 210.953.244.334 | 66.934.738.889
5 | Kab Asahan 424.188.251.104 | 227.438.269.630 | 237.676.952.256 | 16.608.028.489
6 | KabKaro 155.665.020.656 | 300.098.182.224 | 231.098.360.315 177.085.388
7 | Kab Dairi 155.712.106.277 | 180.098.060.210 | 217.941.187.120 5.151.073.950
8 | KotaBinja 153.284.846.162 | 174.972.076.727 | 202.943.191.598 | 17.052.109.995
9 | KotaTebing Tinggi 163.582.124.045 | 158.487.242.001 | 203.355.262.407 | 51.822.942.740
10 | Kota Sibolga 105.880.982.815 | 126.724.781.839 | 185.382.143.913 | 13.193.244.825

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel diatas belanja modal mengalami fluktuasi. Belanja

modal tertinggi terletak di Kabupaten Langkat sebesar Rp. 626.295.461.427,

sedangkan belanja modal terendah terletak di Kabupaten Karo sebesar Rp.

177.085.388. Belanja modal perlu didorong untuk pencapaian target pertumbuhan

ekonomi dalam

rentang sesuai APBN. Penurunan belanja moda akan

mempengaruhi pembangunan atau perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta

penambahan atau perbaikan dan mesin.
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5. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dari data dalam
penelitian ini yang mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Adli Daerah,
Dana Alokass Umum dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinss Sumatera
Utara. Mulai dari minium, maksimum, mean dan standar deviasi dalam metode ini

menggunakan bantuan aplikasi SPSS yang dapat dilihat pada tabel deskriptif

sebagal berikut:
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum | Maximum Mean Std. Deviation
Log_X1 40 9.39 10.57 10.0132 .36922
Log_X2 40 10.44 11.12 10.8337 .18605
Log_X3 40 11.36 12.09 11.7375 19721
Log_Y 40 8.25 11.80 11.0444 .65088
Valid N (listwise) 40

Sumber : Hasil Pengolaan Data SPSS versi 17.0

Dari hasil data statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah data
N sebanyak 40 sampel, sedangkan nilai valid N sebesar 40 menunjukkan
banyaknya jumlah sampel yang dapat digunakan. Pertumbuhan ekonomi memiliki
nilac minimum sebesar Rp. 2.430.720.000, hasil penelitian menunjukkan
pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Nias pada tahun 2014. Sedangkan
nilai terbesar maksimum pertumbuhan ekonomi sebesar Rp.37.023.330.000, hasil
penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Langkat
pada tahun 2017. Nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi sebesar 0.36922
lebih kecil dari mean sebesar 10.0132 hal ini menunjukkan distribusi data

cenderung normal.
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Pendapatan Adli  Daerah  memiliki  nila minimum  sebesar
Rp.27.476.734.295, hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah terendah
di Kota Binjai tahun 2017. Sedangkan nilai terbesar maksimum pendapatan adli
daerah sebesar Rp.132.673.213.413, hasil penelitian menunjukkan pendapatan adli
daerah tertinggi di Kabupaten Langkat tahun 2016. Nilai standar deviasi sebesar
0.18605 lebih kecil dari mean sebesar 10.8337 hal ini menunjukkan distribusi data
cenderung normal.

Dana Alokass Umum  memiliki nila  minimum  sebesar
Rp.230.483.276.300, hasil penelitian menunjukkan dana alokasi umum terendah
di Kota Sibolga tahun 2017. Sedangkan nilai terbesar maksimum dana aokasi
umum sebesar Rp.1.200.481.463.000, hasil pendlitian ini menunjukkan dana
alokas umum tertinggi di Kabupaten Simalungun tahun 2016. Nilai standar
deviasi dana alokasi umum sebesar 0.19721 lebih kecil dari mean sebesar 11.7375
hal ini menunjukkan distribusi data cenderung normal.

Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar Rp.177.085.388, hasil
penelitian menunjukkan belanja modal terendah di Kabupaten Karo tahun 2017.
Sedangkan nilai terbesar maksimum belanja modal sebesar Rp.626.295.461.427,
hasil penelitian menunjukkan belanja modal tertinggi di Kabupaten Langkat tahun
2016. Nilai standar deviasi belanja modal sebesar 0.65088 lebih kecil dari mean

sebesar 11.0444 hal ini menunjukkan distribusi data cenderung normal.
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6. Pengujian Asums Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah pendlitian
memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik
dilakukan untuk mengintepretasi hasil dari analisis regresi dan diperoleh adanya
ketetapan model. Dalam pengujian asums klasik digunakan asumsi-asumsi uji
normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi yang dibentuk dari
variabel dependen dan variabel independen yang mempunyai distribusi normal.
Berikut ini adalah gambar dari hasil uji normalitas yaitu:

Dependent Variable: Log_Y
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Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram
Sumber : Hasil pengolaan Data SPSS vesri 17.0
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Dependent Variable: Log_Y
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Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot
Sumber : Hasil pengolaan data SPSS (2019)

Berdasarkan gambar P-Plot diatas dapat diketahui bahwa data yang
digunakan sebagai sampel penelitian normal. Karena pada gambar terdapat titik-
titik yang menyebar disekitar garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis
diagona. Penyebaran mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dinyatakan
normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji model regres yang
ditemukan adanya korelasi antar variabel besas. Berikut ini adalah hasil

pengolaaan yang menggunakan uji multikolinearitas yaitu:



Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients?
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Standardize
Unstandardized d Collinearity
Coefficients Coefficients Correlations Statistics
Zero- Toleranc
Model B Std. Error Beta t Sig. order | Partial | Part e VIF
1 (Constan -22.476 4.607 -4.879 .000
t)
Log_X1 -1.399 415 -.794] -3.373 .002 .079] -490| -.347 .192] 5.219
Log_X2 .538 .612 .154 .879 .385 .684 .145 .091 .346| 2.888
Log_X3 3.553 .945 1.076] 3.759 .001 .535 531 .387 129 7.727

a. Dependent Variable: Log_Y
Sumber : Hasil Pengolaan Data SPSS versi 17.0

Berdasarkan tabel coefficients tersebut diatas terlihat bahwa seluruh
variabel bebas (Independen) yaitu Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai
Tolerance sebesar 0.192 > 0,1 dengan angka Variance Inflation Factors (VIF)
sebesar 5.219 < 10. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai Tolerance sebesar
0.346 > 0,1 dengan angka Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 2.888 < 10.
Dana Alokas Umum memiliki nilai Tolerance sebesar 0.129 > 0,1 dengan angka
Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 7.727 > 10.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Dana
Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah merupakan model yang terbentuk

terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel X1, X2 dan X3 dalam model

regresi.
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c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Berikut ini adalaha hasil dari pengolaan uji heteroskedastisitas yaitu:

Scatterplot

Dependent Variable: Log_Y

o o oo
o
o® 8CﬁD c% o O

-4

Regression Studentized Residual
NS
1

-6

T T T T | T
-3 -2 -1 0 1 2

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokesdastisitas dengan Scatter plot
Sumber : Hasil Pengolaan Data SPSS versi 17.0

Gambar Scaterplot menunjukkan titik-titik yang dihasilkan menyebar
secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di
atas menunjukkan bahwa sebaran data di sekitar titik O pada sumbu Y. Hasil
pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah
heterokesdastisitas, dengan tujuan lain variabel-variabel akan diuji dalam

penelitian ini bersifat homoskedastisitas.



d. Uji Autokoréas

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi
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Adjusted R | Std. Error Of the
Model R | R Square Square Estimate Durbin-Watson
1 .768 .618 .586 41875 1.850

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokast Umum

b. Dependent Variabel: BelanjaModal

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0

Dari tabel diatas pada kolo nilai Durbin-Watson yang dihasilkan dari
model regresi adalah sebesar 1.850 dari tabel Durbin Watson dan jumlah data
(n)=40 dan K=3 (K adalah jumlah variabel bebas) diperoleh nilai dL sebesar
2.662 dan dU sebesar 2.982. berdasarkan aturan pengambilan keputusan terjadi
autokorelasi atau tidak di atas, maka nila DW dalam penelitian sebesar 1.850
yaitu berada diantara DW > 4-dl (1.850 > 1.338). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa data penelitian tidak terdapat autokorelasi atau Ho ditolak.

7. Pengujian Test Goodness Of fit

a. Model AnalissRegres Linier Berganda

Analisisregres linier berganda bertujuan untuk menguji sejauh mana dan

arah pengaruh variabel independen terhdap variabel dependen. Adapun hasil dari

regresi linier berganda yaitu:

Tabel 4.8 Hasll AnalisisRegresi Linier Berganda

Coefficients
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients T Sig.
Model B Std. Error Beta
(Constant) -22.476 4.607 -4.879 .000
Pertumuhan Ekonomi -1.399 415 -.794 -3.373 .002
Pendapatan Adli Daerah .538 .612 154 .879 .0385
Dana Alokasi Umum 3.553 .945 1.076 3.759 .001

Sumber : Hasil Pengolaan Data SPSS versi 17.0
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Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS
vers 17.0 diatas maka didapat persamaan regresi linier berganda model regresi
sebagal berikut:

BM =-22.476 -1.399 PDB + 0.538 PAD + 3.553 DAU

Keterangan:

BM (Y) = BelanjaModal

PDB (X1) = Pertumbuhan Ekonomi

PAD (X2) = Pendapatan Adli Daerah

DAU (X3) = Dana Alokasi Umum

Bo = Konstanta

B31,182,83 = Koefisien PDB, PAD dan DAU

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah:

1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel inpeden dianggap konstan maka
nilai belanjamodal () adalah sebesar -22.476.

2) Jika pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan sebesar 1 satuan maka
belanjamodal (Y) akan menurun (lambang negatif) sebesar -1.399 satuan

3) Jika pendapatan adli daerah terus ditingkatkan sebesar 1 satuan maka
belanjamodal (Y) akan meningkat sebesar 0.538 satuan.

4) Jika dana aokasi umum terus ditingkatkan sebesar 1 satuan maka belanja

modal (Y) akan meningkat sebesar 3.553 satuan.



59

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)
Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas
mempunyai pengaruh yang signifikan terkait variabel terikat. Berikut adalah hasil
dari pengolaan uji f yaitu:

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik

ANOVA
Sum of
M odel Square Df Mean Square F Sig.
1 Regression 10.210 3 3.403 19.409 .000:
Residual 6.313 36 75
Tota 16.522 39

a. Predictors: (Constant), PDB, PAD, DAU

b. Dependent Variabel: Belanja Modal
Sumber : Hasil Pengolaan Data SPSS versi 17.0

Dari tabel ANOVA di atas dapat diketahui hasil uji F adalah dengan
melihat nilai F hitung pada kolom F yaitu sebesar 19.409 > 2.85 (F tabel = n-k-1),
dan nilai signifikan yang dapat dilihat pada nilai Sig sebesar 0.000 < 0.05, artinya
bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Adli Daerah dan Dana Alokasi Umum
bersama-sama berpengaruh signifikan sacara simultan terhadap BelanjaModal.

c. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t daam penelitian ini menggunakan tingkat variabel 5%, variabel
independen dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila
nilai sig (p-Vaue) di bawah 5%.

Tabel 4.10 Hasil Uji t statistik

Unstandardized Standardized Collinearity
Coefficient Coefficient Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. | Tolerance | VIF
1 (Cosntant) -22.476 4.607 -4.879 | .00
Pertumbuhan Ekonomi -1.399 415 -.794 | -3.373| .002 192 5.219
Pendapatan Asdli Daerah 0.538 612 154 | .879| .385 346 | 2.888
Dana Alokast Umum 3.553 .945 1.076 | 3.759 | .001 129 7.727

a. Dependent Variabel: Belanja Modal
Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0
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Dari tabel di atas dapat diketahui hasil uji t yaitu dengan melihat t hitung

sebagal berikut:

1)

2)

3)

Nilai uji t hitung Pertumbuhan Ekonomi sebesar -3.373 < 2.14 (n-k-1)
kemudian nilai sig 0.002 < 0.05, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak,
artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja
modal.

Nilai t hitung Pendapatan Adli Daerah sebesar 0.879 < 2.14 (n-k-1)
kemudian nilai sig 0.385 > 0.05, sehingga Ha ditolak dan Ho diterima,
artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap
belanjamodal.

Nilai t hitung Dana Alokasi Umum sebesar 3.759 < 2.14 (n-k-1)
kemudian nilai sig 0.001 < 0.05, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak,
artinya dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja

modal.

d. Koefisien Determinas (R?)

Tujuan pengujian koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan varias variabel terikat.

Tabel 4.11 Koefisien Deter minas (R?)

Model

Adjusted | Std. Error of | Durbin-
R R Square R Square | the Estimate | Watson

L

786 .618 .586 41875 1.850

a. Predictors: (constant), Pertumbuhan ekonomi, Pedapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum

b. Dependent: BelanjaModal
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0

Hasl nilai R sebesar 0.786 sebagai nila korelasi berganda artinya

pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki

keeratan hubungan yang tinggi dengan belanja modal. Nila R Sguare dan
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Adjusted R Square mewakili nilai koefisien determinasi, namun dalam regresi
berganda lebih tepat menggunakan nilai Adjusted R Square sebesar 0.586 atau
58.6%. Artinya variasi dari belanja modal mampu dijelaskan sebesar 58.6% oleh
pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokas umum.
Sedangkan sisanya 41.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam
model atau tidak diteliti seperti dana alokasi khusus, dana bagi hasil paak dan

dana bukan bagi hasil pagjak.

A. Pembahasan
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja M odal
Pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potens fiskal
pemerintah daerah antara satu dengan yang lain bisa jadi sangat beragam.
Perbedaan ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula,
sehingga pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak lebih
besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong pemerintah untuh lebih
efesien dalam memberikan kepentingan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi
tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Pungky
(2011) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh belanja modal yang
signifikan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan ekonomi justru
mengalami  peningkatan, tetapi sebaliknya data belanja modal mengalami
penurunan.
2. Pengaruh Pendapatan Adli Daerah Terhadap Belanja M odal
Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini

konsisten dengan hasil oleh Pungky (2011). Pemerintah daeraah sebaiknya harus
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menggali potensi kekayaan daerahnya tersebut, dengan begitu maka daerah akan
meningkatkan pendapatan asli daerah yang tinggi. Semakin besar upaya
memaksimalisasi pendapatan asli daerah yang dilakukan suatu daerah, maka
semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan
kebijakannya. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber
dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan. Daerah yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasaan
pemerintah daerah dalam membiayai belanja modalnya, selain menggunakan
transfer dari pemerintah pusat mereka juga bisa menggunakan dananya sendiri
yaitu pendapatan asli daerah.
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja M odal

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya melalui
pendapatan asli daerah yang lebih besar. Méelihat potensi Kabupaten Langkat yang
kaya akan kekayaan alam serta |letaknya yang strategis bagi perekonomian yang
didukung dengan jumlah penduduk yang banyak dan luas dapat meningkatkan
pendapatan dan disisi lain akan menambah kebutuhan daerah. Dana Alokasi
umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Fitria
(2013) yang menyatakan bahwa adanya indikas belanja modal sangat ditentukan
oleh faktor dana alokasi umum, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh dana
alokas umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukkan untuk membiayai

belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.



BABV
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Dari hasil andlisis yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik

simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel pertumbuhan
ekonomi memiliki nila t hitung sebesar -.3.373 dengan nila
signifikansi sebesar 0.002, dimana nilai sig di di bawah 0.05, sehingga
variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsia terhadap
belanjamodal.

2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel pendapatan adli
daerah memiliki nilai t hitung sebesar 0.879 dengan nilai signifikans
sebesar 0.385 dimana nilai sig diatas 0.05, sehingga variabel
pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap
belanjamodal.

3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel dana aokasi
umum memiliki t hitung sebesar 3.759 dengan nilai signifikansi
sebesar 0.001, dimana nila sig di bawah 0.05, sehingga dana alokas
umum berpengaruh secara parsia terhadap belanja modal.

4. Dari pengujian yang dilakukan juga diperoleh f hitung sebesar 19.409
dengan tingkat signifikansi 0.000 jauh lebih kecil dari 0.05. Dengan
kata lain, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana

alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.
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B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran

yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1
Untuk meningkatkan belanja modal pemerintah daerah diharapkan
bisa terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sebaik
mungkin untuk membiayai pengeluaran. Agar tingkat ketergantungan
pemerintah daerah akan berkurang.

2. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah
seharusnya memberikan kinerja yang baik agar pendapatan yang
diperoleh akan besar, dengan demikian akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.

3. Agar dana aokas umum bisa di minimalisirkan maka pemerintah
daerah diharapkan agar lebih menggali lagi potens kekayaan
daerahnya, dengan begitu daerah tersebut tidak akan berkegantungan
danaterhadap pemerintah pusat.

4. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, maka harus
ada kebijakan-kebijakan di sektor ekonomi daerah seperti kebijakan
pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan
dipacunya kebijakan tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional

daerah .
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